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Abstract 

Constituion Court of Indonesia that present nowdays is 
knownas oneof Modern Democartion State character. Ithasafunction 
toenfotce constitution democration and the rule of'law democration 
based on Indonesian Constitutions (UUD NRI Year 1945) as “the 
Guardian of the Constitution'. Howeuer the sifting of legislation 
authority in Indonesia after the Amandment of UUD NRI Year 
1945 only has an partial result because The House of Representative 
(DPR) translates their authorities only for producing high number 
of Acts at given period. The fundamental obligations which consist 
of protecting public interest, guarantee of Human Rights, and 
Julfilling constutuional rights of all citizen were forgotten by most 
members of House of Representative. The data shows that between 
2003 and 2008, many cases of judicial review have been submitted 
by citizen to Constituional Court (MK) and many of those reguest 
have been granted. Once granted, some articles of certain Act lose 
its legal meaning because it has been declared as contradictive rule 
to Indonesian Constitution. The Legislatif failure to undertand the 
constitutional right and the principles of the rule of law shows as 
the main reason of all of thsese legislation problems. Hence people 
pushing them and not letting the Legislative members on 2010-2014 
to fall into the same mistake. 


Jurnal Konstitusi, Vot. 1, No, 4, Juni 2010 7 


inisiatif DPR bersama Pemerintah, Selain itu,jumlah UU yang 
dihasilkan oleh DPR-pun semakin meningkat dibanding DPR 
pada masa Orba. Pada masa Orba atau sebelum UUD 1945 
di amandemen, DPR menghasilkan sejumlah UU, namun 
hanya terdapat 1 RUU inisiatif DPR yang itupun ditolak oleh 
eksekutif, sehingga seluruh UU yang dihasilkan pada masa 
Orba adalah inisiatif eksekutif." Pada DPR masa bakti 1999- 
2004, terdapat sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) UU." 
Pada DPR masa bakti 2004 sampai 2009 terdapat 158 (seratus 
lima puluh delapan) UU. 


Dari gambaran data di atas, menunjukan bahwa ajaran 
Montesaguieu tentang 'separation of power” atau pemisahan 
kekuasaan yang dulunya pernah ditolak oleh Soepomo pada 
saat perdebatan di BPUPKI, seakan-akan telah dijalankan 
dengan baik. Karena dengan Amandemen UUD 1945 sudah 
tidak terjadi lagi campur aduk kewenangan antara eksekutif, 
legislatif, dan judikatif. Keberadaan lembaga legislative 
sebagai lembaga pembentuk UU dan keberadaan eksekutif 
sebagai pelaksana UU, agaknya sudah mulai disadari oleh 


3 Lihat Prolegnas 2010-2014 dapat diakses di http://www.dpr.go-id/id/baleg/ 

prolegnas/29/ Prolegnas-2010-2014 diakses Penulis tanggal 21 Februari 2010. 

4 Opxcit, hal18. 

5 Berdasarkan Data Badan Legislatif DPRRI2005dan Biro Persidangan Sekertariat 
DPR RI 2004, jumlah RUU yang disahkan menjadi UU pada tahun 1999 sampai 
2004 sejumlah 175 UU dalam rincian sebagai berikut Tahun 1999-2000 sejumlah 22 
UU, Tahun 2000-2001 sejumlah 34 UU, Tahun 2001-2002 sejumlah 23 UU, Thaun 
2002-2003 sejumlah 38 UU, dan Tahun 2003-2004 sejumlah 19 UU. Dapat diakses di 
http:// docs.google.com/ viewer?a-v&xg-cachenF k83fSF8OJ:ditpolkom.bappenas. 
go.id/ basedir/ Politik 42520Dalam/42520Negeri/ Laporan 6252052520426Progra 
m'b2520Legislasi'h2520Nasionalp29,pdftJumlah#UU#tahuni2004&hl-entesig-A. 
HIEtbT. nnla18dUY1H3rBtweeSeZBPENO 

6 Jumlah UU yang dihasilkan pada tahun 2005 terdapat 11 UU, 2006 terdapat 23 
UU, 2007 terdapat48 UU , 2008 terdapat56 UU, dan 2009 terdapat 27 UU, sehingga 
total 158 UU: Data dioleh oleh Penulis diakses dari situs resmi DPR RI pada tanggal 
22 Februrai 2010 di http:// www.dpr.go.id /id/uu-dan-ruu/undang-undang/2009 
7 UUD 1945 (baca sebelum Amandemen) oleh para pakar lebih disebut 
menganut sistem Distribution of Power (pembagian kekuasaat), karena dari Pasal-pasal 
yang terdapat dalam UUD 1945 masih memungkinkan terjadinya campurtangan 
kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif dan judikatit, 
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di atas yang memiliki daya tarik dan perhatian 
masyarakat secara luas adalah melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


Hal ini pertegas lagi dalam UU MK Bab III Tentang 
Kekuasaan Mahkamah konstitusi Bagian Pertama tentang 
Wewenang Pasal 10 dinyatakan bahwa: (1) Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 


Dalam Pasal 50 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa: 
"Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah 
undang-undang yang diundangkan setelah perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 50 UU MK dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 
adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. 


Dengan kewenangan tersebut, MK dapat melakukan uji 
materiil UU terhadap Konstitusi bila mana ada permohonan 
warga negara yang merasa dirugikan oleh norma hukum 
yang ditimbulkan oleh UU. Mulai dari kepemimpinan Prof. 
Dr. Jimly Asshidigie sampai Prof. Dr. Mafud MD, berbagai 
UU telah diajukan oleh masyarakat kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk diuji secara materiil apakah substansi UU 
tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataukah 
tidak, Diantara permohonan yang masuk tentunya ada 
yang dinyatakan diterima, ada yang dinyatakan tidak dapat 
diterima ada juga yang ditarik kembali oleh pemohon. Setelah 
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Tabel 1. Daftar Jumlah Perkara Pengujian UU Oleh MK 
Tahun 2003-2007” 
NO, 'TAsI SISA 3 PUTUS 
TIDAK TARIK 


DI- KEM 
TERIMA BALI 


Data tersebut di atas antara lain menunjukkan bahwa 
setelah Pasal 5 jo Pasal 20 Ayat (1) diamandemen dengan 
memberikan kekuasaan legislasi secara penuh kepada DPR, 
namun ternyata masih banyak UU yang dihasilkan tersebut 
dinyatakan bermasalah. Fakta menunjukan bahwa setidak- 
tidaknya terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) perkara yang 
diajukan permohonan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi 
karena terdapat substansi UU yang berindikasi melanggar 
hak-hak konstitusional rakyat (vide Pasal 51 Ayat 1 (UU MK) 
dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) perkara yang dikabulkan 
permohanannya karena dinilai substansi UU tersebut jelas- 
jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal 
ini menguatkan dugaan bahwa pergeseran kewenangan 
legislasi dari Presiden ke DPR patut digugat karena belum 
digunakan secara proporsional oleh DPR sebab substnasi UU 
yang dilahirkan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan 
konstitusi yaitu UUD 1945, DPR masih mengedepankan 


25 Data diolah oleh Penulis dari Laporan Tahunan MK Tahun 2008 dapat dia- 
kses melalui  http:// www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page-website, 
LaporanDownload&id-6 
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Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: 

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945: 

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut 
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu 
undang-undang yang dimohonkan pengujian, 

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang 
dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau 
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara kerugian dan berlakunya undang-undang 
yang dimohonkan 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian konstitusional yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, 


Kesimpulannya, bahwa UU yang diuji secara materiil 
akan dinyatakan tidak berlaku baik sebagian atau seluruh 
pasal-pasal yang dikandung didalamnya sepanjang terjadi 
kerugian secara konstitusional yang ditimbulkan dari 
berlakunnya UU tersebut. 


E. Tingginya Frekuensi Uji Materiil UU, Indikasi Awal 
Pengabaian Hak Konstitusional Rakyat 
Sejak bulan Maret 2008, MK telah melaksanakan tiga 
wewenang dari empat wewenang yang ada pada dirinya, 
yaitu menguji UU terhadap UUD (judicial review), memutus 
 perselisihanhasil pemilu, danmemutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang diatur oleh UUD. Sedangkan satu 
wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai 


29 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
“Konstitusi Press: Jakarta, 2005, hal. 81-82, 192 
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menjadi 28 dikabulkan, 27 dinyatakan tidak dapat diterima, 
20 dinyatakan ditolak dan 13 dinyatakan ditarik kembali oleh 
pemohon. Data ini masih menggambarkan bahwa kelemahan 
substnasi UU masih cukup tinggi sehingga warga negara yang, 
merasa dirugikan oleh UU tersebut kemudian mengajukan 
judicial review. 


Tabel.3 Daftar Jumlah Perkara Pengujuain UU 
Tahun 2008-24 Februari 2010 
SISA TE- JML PUTUS 


YG RIMA KA: 'TO- TIDAK TARIK 
LALU (844) 'BuL LAK Di KEM- 
AA BALI 


Tabel.4. daftar Jumlah Perkara Pengujian UU 


Tahun 2003-Februari 2010” 


TAHUN JML SISA 
PUTUSAN TAHUN 
(6#74849-10) 


6 2008 34 12 18 - 
Fa 2009 51 39 2 - 
8 2010 12 36 5 


26 Data dioleh oleh Penulis dari Tabel PERKARA PENGUJIAN UNDANG- 
UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 
S.D 24 Februari 2010 diakses di http:// www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. 
Php?page-website,RekapitulasiPUU 

Z7 Ibid, 
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